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PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
--.- ..",-.-__-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPtJL"{UAN RI,^.U

NOMOR 4 TAHUN 2OO5

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN IJELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO5

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG TV,!AI-{A ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

a' bahwa akibat terjadinya perubahan pada struktur pendapatan,belanja, dan pembiayaan daerah ),ang telah diietapkan perludilakukan penyesuaian;

b' bahwa sehubungan dengan har tersebut diatas pada huruf a, perrudilakukan perubahan Anggaran pendapatan dan Beranja DaerahKabupaten Kepurauan Riau Tahun AnEgaran zoos vang diletapkandengan Peraturan Daerah;

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang penrbentukan
Daerah otonom Kabupaten Daram Lingkup oaeran Kabupaten
sumatera Tengah (Lembaran Negara n""prori[ lndonesia Tahun1956 Nomor 25);

2. undang-Undang Nomor 12 Tahun igB5 tentang pajak Bunri car.r
Bangunan (Lembaran Negara Repucrik rndonisia Tahun 1985Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor . 3312)
sebagaimana terah cJiubah dengan Undarig-undang Nomor 12Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubii15.rnionesia Tahun 1994

or 62, Tambahan Lembaran Neg:ria Njomor 3563);

3. Undang-Undang Nomor 2g rahun 'rglg tentang peyerer.rggaraan
Negara yang Bersih cran Bebas Kori-ipsi, r(oruii dan NJp;tis;;

, (Lembaran.Negara Republik lndonesia tahun lggg Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor ;rg5.l),

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tenta.g perubahan atas
Unda.g-Undang Nonror 21 Tahun 19g7 Tentarig Bea perorehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran il.g"ru Repubrik
lndonesia tahun 2000 Nomor 130);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2c00 ientang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1gg7 Teitang pajak dan
Retribusi Daerah (Lernbaran Ne!ara Republik lndonesii Tahun
2000 Nonror 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

6. undang-Undang Nonror 25 Tahun 2002 tentang pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau;
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2c03 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 

-Nom or 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomoll186);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2c0.4 tentang perbendaharaan
Negara.(Lembaran Negara Repubrik rndonesra fahun 200J Nomor5, lambahan Lenrbaran Negara Nornor 4355);

undang-Undang Nomor 1s rahun 2.004 tentang penreriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun ?004 lrlonror 66, iambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 2s rarrun z0a4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionar (Lenrbaran r,Jegarl Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, I'ambahan Lenr6aran Negara
Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahr.rn 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tatiun 2004 Nonror
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).,

Undang-tJndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perinrbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan Daeiah llemuaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, iamnarran
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 -iahun 2000 tenta'g Dana
P.erimba.gan (Lembaran Negara Repubrik rndonesia TahJn 2000Nomor 4021) sebagaimana terah ciiubah dengan 

- 
Faratrran

Pemerintah Nomor-84 Tahun 200.1 (Lembaran NEgara R.;;;;;
lndonesia Tahun 200'r Nomor 157, r-anrbahan Lemlaran Negara
Nomor a165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lem6ar"n"N*g"ru
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2e2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022),

Peraturan Pemerintah Nomor '107 Tahun 2000 tentangy pinjarnan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik ir-rdonesia Tahun 2"000 ttomor
204,Tambahan Lembaran Negara Nonror 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggurrgjawaban Kepara Daerah (Lembaran l'iegara Repubrik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lem6aran Negara
Nomor 4027); ^,

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Taiiun 2000 tentang Keciudukan
Keuangan Kepalar Daerah dan wakii l(epala Daerai-r (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tanrbahan
Lembaran Negara Nomor a028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah
(Lembaran Negara Republil< lndonesia Tahun 2001 Nomor 1.18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a.l38);

Peraturan Pemerintah Nonror 66 Taiiun 2001 tentang Retrib'usi
Daerah (Lembaran Negara Republik lncicnesia Tahun 2b01 ruomor
1 19, Tambahan Lembaran Negara Nonror 4i 39);
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21. Keputusan Menteri Daram Negeri r'.iomor .2€ Tahun 2002 tentangPedoman penyusunan nnggar-an pendapatan oun belnra Daerah,Pelaksanaan Tata UsahJ Keuangan Daerah clan penyusunan
Perhitungan Anggaran pendapatan oan gJnnr" Daerah,Pengurusan dln pertanggungjawaban serta penga*aran
Keuangan Daerah;

1. Pendapatan
a. Semula
b. Berkurang
Jumlah Pendapatan setelah

Surplus/(Defisit) setetah

3. Pembiayaan :

a. Penerinraan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan setelah

Rp. 202.586.000.000,0c
Rp. 6.306.01 1.s15,00Perubahan Rp.

Perubahan

Rp, 7 4.116.1 61 .807,00
Rp. 38.248.924 549,00

Perubahan

Kepuiauan Riau Nomor 2 Tahun
tentang Pokok-pokok pengelolaan

196.279,988.485,00

294.804.46s.788,00

(98.524.477.303,0 0)

1 12.365.086.356,00

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEI,J KEPULAUAN RIAU

Peraturan Daerah Kabupaten
2004 Tanggat 25 pebruari 2004
Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepurauan Riau Nomor 2 Tahun2005 tanggar 1r Maret 2005 tentang Anggaran Renoapatan oanBelanja Daerah Kabupaten Kepurauari RiaJiahun Anqgaran 200s.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUANTENTANG PERUBAHAN ANGGA.RAN PENDAPA-TAN
BELANJA DA;RAH TAHUN ANGGIRiI{ 2OO5

RIAU
DAN

I
I

I
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Menetapkan

Pasal '1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2005sebagai berikut :

2. Belanja
a. Semula Rp. 273.g9L637.762,00
b. Bertambah Rp. 20.912.828.026,00
Jumlah Belanja setelah perubahan

t

i
I

Rp

Rp

Rp.

b. Pengeluaran .

'l) Semula Rp. 2.8j0.524.04S,00
2) Bertarnbah Rp. 11.030.085.00S,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan

Rp.

!?n

13.840.609.053,00

98.524.t177.303,00
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Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan ndan gelanla Daerahsabagaimana dimal<sud dalam Pasal 1, tercantunr dalanr l.arrrpiran peraturan Daerah iniyang terdiri dari:

1. Larnpiran I

2. Lampiran ll
3. Lampiran lll

4. Lampiran lV
5. Lampiran V
6. Lampiran Vl
7. Lampiran Vll
8. Lampiran Vltl
9. Lampiran lX

Ringkasan Perubahan Anggaran pencrapatan dan Beranja Daerah;
Rincian Perubahan Anggaran pendapatari cjan Belanja Daeran;
Daftar Rekapitulasi perubahan ApBD tvJenurut Biclang Fenrerintahan
dan Unit Organisai perangkat Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan cj.rrr per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Pinjanran Daerah;
Daftar lnvestasi (Penyertaan Modal) Daierah;
Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
Daftar Dana Cadangan.-

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 merupakan bagran yangtidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan,
tentang Penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal clrrerapkan, agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan FJraturan DaeraE ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Bupati menetapkan peraturan
Belanja Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tariggal : l4 Septcrnbcr 2005

BUPATI K UAN RI.A

v MAD, $E, MM

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal : -1? 

September 2005

--&:"*-
f ' Ors. RAJA AR|ZA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2OO5
NOMOR 4 SERI A NOMOR 3i

PU
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I
/, SEKRETARIS DAERAH

f xneuenrEN KEpULAUAN RIAU
L Pelaksana Tugas,

LENOVO-PC
Stamp


